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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 27 TAHUN 
2017 TENTANG   PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

	Menimbang 
	: 
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat;
b. bahwa beberapa ketentuan mengenai Penyelenggara Negara wajib lapor dan mengumumkan kekayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;


	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);





	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

	
	
	


Pasal I
Ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 27) diubah dan dibaca sebagai berikut:
1. Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.



5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
10.  e­LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. 
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan atau KPK kepada publik. 
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e­LHKPN di lingkungan instansinya. 
14. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e­LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah  terdiri dari:
a. Bupati Karanganyar;
b. Wakil Bupati Karanganyar;
c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar
d. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV;
e. Direktur, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD;
f. Pejabat Fungsional Auditor Muda dan Madya;
g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Muda dan Madya;
h. Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani nilai kontrak kerja diatas Rp. 50.000.000,-;
i. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.
(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
(2) dihapus. 
(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya masa pelaporan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. 
(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau 
b. pembebasan dari jabatan.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing­masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; 
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8. 
(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
(3) Penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara Negara  yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.
(4) Penjatuhan sanksi atas keterlambatan penyampaian LHKPN berupa pengurangan TPP sebesar 20% dari jumlah yang diterimakan dilakukan pada penerimaan TPP pada bulan April tahun berjalan sampai dengan LHKPN disampaikan kepada KPK.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 September 2021         

BUPATI KARANGANYAR,

                                    ttd

JULIYATMONO

	
	
	


Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 63
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	PEJABAT
	PARAF

	1. Asisten Pemerintahan dan kesra
	

	2. Plt. Inspektur daerah
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
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